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ABSTRAK

Salah satu upaya untuk memperbaiki sistem peradilan pidana Indonesia adalah
dengan menciptakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana baru yang sesuai dengan
cita hukum dan sosial budaya di masyarakat. Rancangan Undang-Undang KUHP
sudah beberapa kali diajukan sejak pasca kemerdekaan hingga saat ini, terakhir RUU
KUHP 2019 yang hampir disahkan oleh DPR bersama Pemerintah. Menjadi menarik
melihat Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) sebagai salah satu tindak pidana khusus
yang diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi Juncto Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi dimasukan dalam RUU KUHP. Bagaimana kemudian sistem
peradilan pidana Indonesia melalui norma-norma hukum yang ada menyikapi terkait
dimasukannya tindak pidana korupsi ke dalam RUU KUHP. Lalu bagaimana
pengaturan tindak pidana korupsi dalam RUU KUHP.

Penulis dalam penelitian ini akan membahas permasalahan tersebut ditinjau
dari sudut pandang tinjauan yuridis hukum pidana. Penelitian ini dilakukan dengan
metode library research, di mana penulis akan memaparkan dan menganalisis data-
data dari beberapa sumber seperti Undang-Undang, Rancangan Undang-Undang,
buku dan pendapat ahli hukum pidana. Dalam penelitian, penulis menemukan
beberapa kesimpulan bahwa pengaturan tindak pidana korupsi dalam RUU KUHP
2019 sangat sedikit dan kurang memberikan kepastian hukum. Disisi lain juga ada
perbedaan pengaturan sanksi pidana baik pidana pokok maupun pidana turunan
dalam RUU KUHP 2019. Secara keseluruhan penulis berpendapat bahwa pengaturan
tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

lebih menghasilkan kepastian hukum dari pada dimasukan dalam RUU KUHP.

Kata Kunci: TIPIKOR, RUU KUHP, PIDANA.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana adalah keseluruhan hukum yang berlaku di suatu
negara, Yyang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan, untuk
menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan,
dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi
barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Menentukan kapan dan
dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu,
dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu, dapat
dilaksanakan, apabila ada orang-orang yang disangka telah melanggar

larangan tersebut.

Wirjono Prodjodikoro memberikan pengertian hukum pidana ke
dalam” hukum "pidana-materiil ‘dan-hukum pidana “formil. Menurutnya isi
hukum-pidana materiil adalah penunjukan dan gambaran dari perbuatan-
perbuatan yang diancam dengan hukum pidana, penunjukan syarat umum
yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan pidana,
penunjukan orang atau badan hukum yang secara umumnya dapat
dihukum pidana, dan penunjukan jenis hukum pidana yang dapat

dijatuhkan. Sedangkan hukum pidana formil (hukum acara pidana)

! Moelyatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 1.



berhubungan erat dengan diadakannya hukum pidana materiil, oleh karena
itu, hukum pidana formil merupakan suatu rangkaian peraturan yang
memuat cara bagaimana badan-badan pemerintahan yang berkuasa, yaitu
kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai

tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.?

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
atau yang sering disebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP)® merupakan sumber dalam menjalankan hukum pidana
Formil, sedangkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

merupakan sumber hukum pidana materiil.

Berbeda dengan KUHAP yang - merupakan ciptaan bangsa
Indonesia sendiri, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)* yang
sekarang diberlakukan di Indonesia adalah KUHP yang bersumber dari
hukum kolonial Belanda (Wetboek van Strafrecht) yang pada prakteknya
sudah-tidak -sesuai dengan kandisi, masyarakat. Indonesia sekarang. KUHP

yang merupakan warisan KUHP Kerajaan Belanda diberlakukan di

Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia, (Bandung: Sumur,
1977),Hal. 13.

%selanjutnya disebut KUHAP

*Selanjutnya sebut KUHP



Indonesia dengan beberapa penyesuaian, bahkan Sudarto menyatakan

bahwa teks resmi KUHP hingga saat ini masih dalam bahasa Belanda.”

Ahmad Bahiej menyebutkan jika dilihat dari tiga sisi masalah dasar
dalam hukum pidana, yaitu pidana, tindak pidana dan pertanggungjawaban

pidana, maka masalah-masalah dalam KUHP antara lain:®

a. Pidana
KUHP tidak menyebutkan tujuan dan pedoman pemidanaan bagi hakim
atau penegak hukum yang lain, sehingga arah pemidanaan tidak tertuju
kepada tujuan dan pola yang sama. Pidana dalam KUHP juga bersifat
kaku dalam arti tidak dimungkinkannya modifikasi pidana yang
didasarkan pada perubahan atau perkembangan diri pelaku. Sistem
pemidanaan dalam KUHP juga lebih kaku sehingga tidak memberi
keleluasaan bagi hakim untuk memilih pidana yang tepat untuk pelaku
tindak pidana.

b. Tindak Pidana
Dalam menetapkan dasar patut dipidananya perbuatan, KUHP bersifat
positifis-dalam-arti. harus dicantumkan.dengan undang-undang (asas
legalitas formil). Dengan demikian, KUHP tidak memberikan tempat
bagi hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang tidak tertulis

dalam perundang-undangan. Di samping itu, KUHP menganut pada

*Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian terhadap
PembaharuanHukum Pidana, (Bandung: Sinar Baru, 1998), HIm. 57.

® Ahmad Bahiej, “Sejarah dan Problematika Hukum Pidana indonesia,” Sosio
Religia, Vol. 5 No. 2 (Februari 2006), him 16-19.



Daadstrafrecht yaitu hukum pidana yang berorientasi pada perbuatan.

Aliran ini pada sekarang sudah banyak ditinggalkan, karena hanya

melihat dari aspek perbuatan (Daad) dan menafikan aspek pembuat

(Dader). KUHP masih menganut pada pembedaan kejahatan dan

pelanggaran yang sekarang telah ditinggalkan. Tindak pidana yang

muncul di era modern ini, seperti money laundering, cyber criminal,

lingkungan hidup, dan beberapa perbuatan yang menurut hukum adat

dianggap sebagai tindak pidana belum tercover di dalam KUHP. Oleh

karena itu, secara sosiologis KUHP telah ketinggalan zaman dan sering

tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.

C.

Pertanggungjawaban Pidana

Beberapa masalah yang muncul dalam aspek pertanggungjawaban
pidana ini antara lain mengenai asas kesalahan (culpabilitas) yang
tidak dicantumkan secara tegas dalam KUHP, namun hanya
disebutkan dalam Memorie van Toelichting (MvT) sebagai
penjelasan WvS. Asas culpabilitas merupakan penyeimbang dari
asas legalitas yang dicantumkan dalam Pasal 1-ayat (1), yang
berarti bahwa seseorang dapat dipidana karena secara obyektif
memang telah melakukan tindak pidana (memenuhi rumusan asas
legalitas) dan secara subyektif terdapat unsur kesalahan dalam diri
pelaku (memenuhi rumusan asas culpabilitas). Masalah lainnya
adalah masalah yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana

anak. Anak di dalam KUHP (Pasal 45-47) adalah mereka yang



berumur di bawah 16 tahun. Pasal-pasal tersebut tidak mengatur
secara rinci tentang aturan pemidanaan bagi anak. Pasal 45 hanya
menyebutkan beberapa alternatif yang dapat di ambil oleh hakim
jika terdakwanya adalah anak di bawah umur 16 tahun. Selain itu,
KUHP tidak menyebutkan pertanggungjawaban pidana korporasi.
Pada dataran realitas, sering kali beberapa tindak pidana terkait

dengan korporasi seperti pencemaran lingkungan.

Usaha untuk mengkodifikasi KUHP bangsa Indonesia sendiri
memang sudah dilakukan. Pasca berlakunya WvS atau KUHP untuk
seluruh wilayah Indonesia sejak tahun 1958, gagasan untuk melakukan
perbaikan instrument hukum pidana nasional merupakan langkah panjang
yang sudah di mulai sejak tahun 1963. Pada seminar Hukum Nasional di
Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, sejumlah pakar hukum seperti
Roeslan Saleh, Muljatno, dan Kadarusman sudah menyatakan perlunya
KUHP baru. Para pakar hukum Indonesia itu menganggap KUHP yang
dipakai saat itu (1963), yang lahir pada 1886, banyak bolongnya, sudah
uzur dan harus dipermak. ‘Dalam™ Seminar " tersebut, ‘juga dikeluarkan
resolusi yang mendesak segera dibentuknya KUHP Nasional dalam waktu

yang sesingkat-singkatnya.’

"Supriyadi Widodo, dkk., Melihat Rencana Kodifikasi dalam RKUHP:
Tantangan Upaya Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia, (Jakarta: ICJR, 2015), HIm
16-17.



Penyusunan terhadap KUHP baru di mulai pada tahun 1981 yang
ditandai dengan dibentuknya Tim Pengkajian dan Tim Rancangan untuk
melakukan pembaruan terhadap WvS menjadi KUHP Baru yang dipimpin
oleh Sudarto (meninggal tahun 1986), Roeslan Saleh (meninggal 1988),
dan terakhir Mardjono Reksodiputro (sejak tahun 1987-1993). Tim yang
terakhir ini lah yang berhasil memformulasikannya dalam bentuk RUU.
Pilihan awal model kodifikasi dalam RUU KUHP ini sebenarnya bisa di

runut dari berbagai perkembangan rancangan KUHP yang ada.

Pada 13 Maret 1993, Tim Mardjono Reksodiputro ini menyerahkan
draf tersebut kepada Menteri Kehakiman, yang saat itu dijabat oleh Ismail
Saleh. Akan tetapi, draf ini berhenti di tangan Menteri Kehakiman, dan
direvisi kembali oleh Menteri Kehakiman berikutnya dengan tim yang
baru hingga akhirnya direvisi kembali pada tahun 2005.° RUU KUHP
produk tim yang baru tersebut secara fundamental berbeda dengan produk

Tim Penyusunan 1987-1993 yang diketuai oleh Mardjono Reksodiputro.

Tim Penyusunan yang baru (2005), terlihat berambisi menyusun
sebuah, kodifikasi-baru hukum pidana,. dengan mengubah sistematikanya
dan menambah delik-delik baru. Sementara, tim-tim penyusunan
sebelumnya, menyebut pekerjaan mereka terbatas melakukan rekodifikasi
atas KUHP Hindia Belanda yang sudah berlaku di Indonesia sejak tahun

1915. Namun dalam naskah yang dirancang saat ini (sejak 2005),

8Ifdhal Kasim, dkk, Kearah Mana Pembaruan KUHP? Tinjauan Kritis atas
RUU KUHP, (Jakarta: ELSAM, 2005), HIm 4.



pemerintah berusaha memformulasi sebanyak mungkin tindak pidana
“baru” yang telah berkembang dalam suatu masyarakat modern yang
belum dicakup dalam KUHP Hindia Belanda, yakni dengan melakukan
kebijakan kriminalisasi dan memasukkan seluruh tindak pidana di luar
KUHP ke dalam RUU KUHP. Arah model kodifikasi yang dicanangkan
oleh Tim Penyusunan baru (2005) ini kemudian diberlakukan kembali
hingga penyusunan RUU KUHP pada tahun 2012, 2015, 2017, 2018,

hingga terakhir RUU KUHP 2019° yang hampir disahkan kemarin.

Untuk menyikapi berbagai permasalahan hukum pidana yang tidak
termuat dalam KUHP dan panjang dan lamanya waktu yang dibutuhkan
untuk rekodifikasi KUHP, maka di Indonesia dirumuskan delik-delik
pidana dalam ‘beberapa undang-undang seperti tindak pidana korupsi,
pencucian uang, narkotika dan psikotropika, terorisme, dan beberapa
lainnya. Tindak pidana di luar KUHP tersebut dalam hukum pidana

Indonesia kemudian disebut sebagai Tindak Pidana Khusus.

Permasalahan kemudian timbul, seperti sudah disebutkan di atas
bahwa , arah. kodifikasi, RUU KUHP. Indonesia sejak tim Mardjono
Reksodiputro hingga sekarang mengarah kepada kodifikasi total.'® hal ini
dapat di lihat dengan dimuatnya delik-delik khusus dalam RUU KUHP

versi 2005-2019 seperti Narkotika, Terorisme, Cyber Crime, Korupsi, dan

°data diambil dari http://reformasikuhp.org/r-kuhp/

UBPHN, Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Dib
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), (Jakarta: BPHN, 2015)



beberapa lainnya. Banyak kemudian diskusi-diskusi hingga kritik-Kkritik
dari masyarakat akan upaya pemerintah untuk memasukkan tindak pidana

khusus ke dalam KUHP.

Berbeda dengan RUU yang sebelumnya, RUU KUHP 2019 dalam
pasal 598 tentang penjelasan menyebutkan tindak pidana dapat dianggap

tindak pidana khusus apabila memenuhi kriteria:**

a. dampak viktimisasinya besar;

b. sering bersifat transnasional terorganisasi;

C. pengaturan acara pidananya bersifat khusus;

d. sering menyimpang dari asas-asas umum hukum pidana materiil;

e. adanya lembaga-lembaga pendukung penegakan hukum yang
bersifat khusus dengan kewenangan khusus;

f. didukung oleh konvensi internasional,

g. merupakan perbuatan yang sangat jahat dan tercela dan sangat
dikutuk oleh masyarakat;

h. masih bersifat dinamis, tidak stabil, dan berubah-ubah (mengikuti
perkembangan atau dinamika hukum/masyarakat); dan

I berkaitan ‘dengan pertanggungjawaban. korporasi dalam hukum
pidana.

Selanjutnya yang dimaksud tindak pidana khusus menurut RKUHP
2019 ‘adalah Tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia, tindak
pidana terorisme, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana narkotika
dan tindak pidana korupsi. Makna tindak pidana khusus dalam RKUHP ini

mirip-mirip dengan makna kejahatan luar biasa (Extra-ordinary Crime)

! Lihat penjelasan pasal 598 RUU KUHP 2019



dan agak berbeda dengan makna tindak pidana khusus yang menurut

pendapat beberapa ahli.*?

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang
mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat. Sejak di undangkannya
Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 tahun
2001 tentang Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-
Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, pengawalan masyarakat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) dan Undang-Undang tindak pidana korupsi begitu kuat. Bukan
tanpa sebab, masyarakat seakan-akan phobia atau ada ketakutan akan
praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang terjadi pada masa orde lama

dan orde baru.

Anggapan-anggapan mengenai adanya upaya pelemahan KPK
dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia begitu sering
menjadi- opini- publik setiap. ada, kegiatan -yang , bersentuhan dan
bertentangan dengan. KPK. Perselisinan KPK /dengan. POLRI yang
beberapa kali terjadi,. upaya revisi UU KPK.dan UU Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, hingga upaya untuk memasukkan delik-delik
korupsi dalam RUU KUHP oleh sebagian besar masyarakat akan dianggap

sebagai upaya untuk melemahkan KPK.

' Terkait tindak pidana khusus akan penulis bahas dalam sub-bab tersendiri.
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Sebenarnya persoalan korupsi bukan persoalan baru di Indonesia,
Pada tahun 1957 dibuat Peraturan Penguasa Militer-Angkatan Darat dan
Laut Rl Nomor: PRT/PM/06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi yang
mencantumkan istilah korupsi secara yuridis. Dan untuk melengkapi
peraturan tersebut, maka dikeluarkan peraturan No. PRT/PM/08/1957
tentang Penilikan Harta Benda. Peraturan ini memberi wewenang kepada
Penguasa Militer untuk mengadakan pemilikan terhadap harta benda
seseorang atau suatu badan yang kekayaannya diperoleh secara mendadak

dan mencurigakan.

Selanjutnya dikeluarkan Peraturan Penguasa Militer Nomor
PRT/PM/011/1957, yang memberi dasar hukum kepada Penguasa Militer
untuk mensita dan merampas barang-barang dari seseorang yang diperoleh
secara mendadak dan mencurigakan. Pada masa itu, korupsi dianggap
sebagai penyakit masyarakat yang menggerogoti kesejahteraan dan
menghambat pelaksanaan pembangunan, merugikan perekonomian, dan
mengabaikan ~moral.  Peraturan dibuat karena Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana’(KUHP) saat itu"tidak mampu menanggulangi meluasnya

korupsi.

Peraturan tersebut dapat dikatakan sebagai upaya awal pemerintah
dalam menanggulangi korupsi sebelum Undang-Undang No. 3 tahun 1971
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikeluarkan. Namun,
dalam perjalanannya, korupsi semakin bertambah parah dan berkembang

luas. Pelopor Orde Baru yang semula berteriak paling lantang untuk
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memberantas korupsi pada akhirnya justru menjadi sumber tumbuh
suburnya korupsi dengan berbagai kebijakan penyelenggaraan
pemerintahan yang penuh dengan unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Dan hal ini menunjukkan bahwa keberadaan Undang-Undang No. 3 Tahun
1971 tersebut belum dapat memuaskan banyak pihak sehingga perlu
diganti dengan undang-undang baru. Undang-undang baru yang dimaksud
yaitu Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi.

Dalam perjalanannya pun ternyata undang-undang ini menimbulkan
permasalahan karena tidak ada pasal yang mengatur tentang peraturan
peralihan, sehingga menimbulkan pro dan kontra mengenai keberadaan
undang-undang tersebut. Akibat dari tidak adanya pasal tentang peraturan
peralihan, maka pelaku korupsi pada Orde Baru, sebelum Undang-Undang
ini berlaku tidak bisa dijerat dengan pasal korupsi karena undang-undang
sebelumnya yaitu Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 sudah dinyatakan

tidak berlaku lagi.

Hal _ini menimbulkan. sangkaan. bahwa -Undang-Undang No. 31
Tahun 1999 merupakan konspirasi dari penguasa untuk melindungi pelaku
korupsi di masa lalu. Karena kelemahan itu, maka Undang-Undang No. 31
tahun 1999 perlu untuk diubah hingga pada akhirnya keluar Undang-
Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
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Bagi Indonesia, korupsi adalah penyakit kronis hampir tanpa obat,
menyelusup di segala segi kehidupan dan tampak sebagai pencitraan
budaya buruk bangsa Indonesia. Secara sinis orang bisa menyebut jati diri
Indonesia adalah perilaku korupsi. Pencitraan tersebut tidak sepenuhnya
salah, sebab dalam realitanya kompleksitas korupsi dirasakan bukan
masalah hukum semata, akan tetapi sesungguhnya merupakan

pelanggaraan atas hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat.

Pemberantasan korupsi bukanlah sekedar aspirasi masyarakat luas
melainkan merupakan kebutuhan mendesak (urgent needs) bangsa
Indonesia untuk mencegah dan menghilangkan sedapatnya dari bumi
pertiwi ini karena dengan demikian penegakan hukum pemberantasan
korupsi diharapkan dapat mengurangi dan seluas-luasnya menghapuskan
kemiskinan. Pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut tidak lain
adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dari masyarakat Indonesia yang
sudah sangat menderita karena korupsi yang semakin merajarela. Korupsi
telah menyelusup di segala aspek kehidupan masyarakat, sehingga hampir
tidak ‘ada ruang yang tidak terjamah korupsi. Korupsi ini tidak hanya
merugikan-keuangan negara dan perekonomian ‘negara tetapi juga telah
melanggar hak-hak ekonomi dan sosial (economic and social rights)
masyarakat secara luas. Bahayanya korupsi itu digambarkan secara tegas
oleh Atnol Noffit seorang kriminolog dari Australia sebagaimana dikutip

oleh Baharuddin Lopa, bahwa “sekali korupsi dilakukan oleh apalagi kalau
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dilakukan oleh pejabat-pejabat yang lebih tinggi, maka korupsi itu akan

tumbuh lebih subur”.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis ingin meneliti tentang
bagaimana proses “Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Dalam RUU KUHP

20197

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana korupsi dalam Rancangan
Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana versi 2019?
2. Apa konsekuensi yuridis diaturnya tindak pidana korupsi dalam

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana?

C. Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari dilaksanakannya penulisan skripsi ini dapat diuraikan

sebagai berikut :

1. - Untuk mengetahui bagaimana perkembangan pelitik hukum pidana

tindak pidana korupsi dalam hukum pidana indonesia.

2. Untuk mengetahui konsekuensi yuridis atas dimasukkannya tindak

pidana korupsi dalam RUU KUHP.

Adapun manfaat dari segi teoritis (akademis) maupun praktis

berupa:
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1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi sumbangan pemikiran
bagi pengembangan IImu Hukum terutama Hukum Pidana terkait dengan
tindak pidana korupsi, agar mengetahui bagaimana politik hukum pada

perkembangan tindak pidana korupsi dalam hukum pidana di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pembuka pengetahuan

bagi semuanya terkait tindak pidana korupsi di masa yang akan datang.

D. Telaah Pustaka

Untuk melengkapi penelitian ini, serta membuktikan bahwa judul ini
belum pernah dijadikan objek penelitian sebelumnya oleh peneliti yang
lain, penyusun akan mengemukakan beberapa karya penilitian yang

memiliki kemiripan tema dengan penelitian yang penyusun lakukan.

Karya pertama yang perlu untuk ditinjau adalah Thesis yang disusun
oleh Ridwan dengan judul “Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam
Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi ”. Karya ini diterbitkan oleh
Program Magister lImu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
Penulis dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana formulasi
tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan yang sedang
berlaku dan di masa yang akan datang. Melihat penelitian ini diterbitkan

pada tahun 2010 maka Thesis ini dapat menjadi referensi penulis dalam
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penelitian penulis di masa sekarang. Disisi lain, penulis dalam Thesis ini
tidak membahas mengenai bagaimana konsekuensi jika Undang-undang

tindak pidana korupsi dimasukkan dalam kodifikasi RUU KUHP.

Karya kedua yang perlu untuk ditinjau adalah Skripsi yang disusun
oleh Yan Aswari “Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku
Tindak Pidana Korupsi Terkait Dengan Hak Asasi Manusia”. Karya ini
diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Dalam skripsinya,
penulis meneliti tentang bagaimana pengaturan hukuman mati dalam
tindak pidana korupsi. Penulis juga mengkaji hukuman mati perspektif hak
asasi manusia dan berhubungan dengan konsep restoratif justice yang

merupakan cita-cita hukum pidana di masa yang akan datang.

Karya ketiga yang perlu ditinjau adalah Jurnal yang diterbitkan oleh
Institute  for Criminal Justice Reform (ICJR) dan Aliansi Nasional
Reformasi KUHP dengan judul “Melihat Rencana Kodifikasi dalam
RKUHP: /Tantangan: Upaya; Pembaruant Hukum  Pidana di Indonesia”.
Tulisan dalam jurnal ini memuat banyak pembahasan terkait tantangan dan
masalah dalam merumuskan dan mengkodifikasi ‘hukum pidana di
Indonesia. Analis ICJR dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP dalam
jurnal tersebut akan menjadi referensi bagi penulis dalam menganalisis
soal bagaimana dampak kodifikasi tindak pidana khusus dalam RUU

KUHP.
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Berdasarkan penelitian di atas, maka penulis ingin meneliti tentang
analisis yuridis terhadap perluasan objek praperadilan dan prospeknya
terhadap pembaharuan hukum pidana. Bahwa penelitian tersebut belum
dilakukan oleh penulis lainnya dan dibuktikan dengan telaah pustaka di
atas dengan ini menunjukkan bahwa orisinalitas dari penelitian ini dapat

dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
E. Kerangka Teoritik
1. Kepastian Hukum

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai

kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:*™

1) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah
diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) nagara.

2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan
hukum, - tersebut secara. konsisten, dan. . juga ,tunduk dan taat
Kepadanya.

3). Warga secara prinsipil menyesuaikan prilaku mereka terhadap
aturan-aturan tersebut.

4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir
menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten

sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.

330eroso,Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Pt. Sinar Grafika, 2011)
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5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan
sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang
baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum
dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan
berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat
menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu

peraturan yang harus ditaati.**
2. Hukum Pidana Khusus

Seiring perkembangan masyarakat sebagai bagian dari perubahan
sosial semakin menunjukkan dinamika yang kompleks, sehingga juga
tidak dapat dipungkiri jika seirama dengan perkembangan tersebut
kemudian juga muncul perbuatan-perbuatan yang dinilai oleh sebagian
masyarakat sebagai perbuatan tercela, namun justru KUHP tidak dapat
menjangkaunya. Sesuatu yang dulunya dianggap sebagai kejahatan Kini
tidak —hanya ‘cukup ‘yang bersifat- tradisional —atau — konvensional
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan KUHP, melainkan di luar dari
beberapa perbuatan tersebut telah berkembang bentuk kriminalitas baru
yang seharusnya juga dapat diikuti dengan ketentuan hukum pidana yang

ada.

YAsikin Zainal, Pengantar Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press,
2012)
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Guna merespon perkembangan kriminalitas yang semakin masif
dengan ketiadaan ketentuan di dalam KUHP yang dapat menjerat, hukum
pidana Indonesia kemudian menetapkan sistem ganda, yaitu selain
berlakunya KUHP sebagai ketentuan hukum pidana kodifikasi, negara juga
mengakui adanya aturan-aturan di luar KUHP yang juga dapat disebut
sebagai hukum pidana. Sistem ganda inilah yang kemudian memunculkan

istilah hukum pidana umum dan hukum pidana khusus.™

Hukum pidana umum merupakan hukum pidana yang berasal dari
ketentuan dalam KUHP, sedangkan hukum pidana khusus ialah aturan-
aturan yang tersebar di luar KUHP mengenai suatu tindak pidana tertentu.
Dikatakan sebagai hukum pidana khusus karena hukum pidana tersebut
mengatur perbuatan pidana yang memiliki kekhususan yang tidak dijumpai
pada perbuatan pidana konvensional di dalam KUHP, melainkan di atur

secara khusus di luar ketentuan KUHP tersebut.

Sementara itu, perbuatan pidana yang di-atur -oleh hukum pidana
khusus disebut 'sebagai tindak pidana khusus. Pompe, salah seorang
sarjana hukum pidana Belanda, telah membuat pengertian tentang hukum
pidana Kkhusus (materiil dan formil). la menyebut dua Kkriteria yang
menunjukkan hukum pidana khusus, yaitu pertama, subjeknya atau

pelakunya, dan yang kedua ialah perbuatannya yang khusus. Contoh yang

*Tim KerjaPerencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana
dan Sistem Pemidanaan, Politik Hukum dan Pemidanaan, (Jakarta: Badan Pembinaan
Hukum Nasional, , 2008), him.3.
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pertama ialah hukum pidana militer, karena orang-orangnya yang khusus
atau subjeknya yang khusus, yaitu hanya golongan militer. Contoh yang
kedua ialah hukum pidana fiskal untuk delik-delik pajak, yang berarti

perbuatan penyelundupan pajak merupakan tindak pidana khusus.®
3. Pembaharuan Hukum Pidana

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna,
suatu upaya untuk melakukan peninjauan dan penilaian kembali sesuai
dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofi dan sosio-kultural
masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal
dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.'” Upaya pembaharuan
hukum pidana Indonesia mempunyai suatu makna yaitu menciptakan suatu
kodifikasi hukum pidana nasional untuk menggantikan kodifikasi hukum
pidana yang merupakan warisan kolonial yakni Wetboek van Strafrecht
Voor Nederlands Indie 1915, yang merupakan turunan dari Wetboek van
Strafrecht: Negeri« Belanda; tahun; 11886, Dari ;s hal - tersebut di atas,
terkandung tekad dari bangsa Indonesia untuk mewujudkan suatu
pembaharuan hukum ‘pidana yang dapat diartikan sebagai suatu upaya
untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai

dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofi dan sosio-kultural

*Andi Hamzah, Perkembangan Hukum Pidana Khusus, (Jakarta: Rineka Cipta,
1991), him.1.

"Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebiijakan Hukum Pidana, (Jakarta: PT.
Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 30.
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yang melandasi dan memberi sisi terhadap muatan normatif dan substansi

hukum pidana yang dicita-citakan.*®

Kebutuhan pembaharuan hukum pidana bersifat menyeluruh
(komprehensif) sudah dipikirkan oleh para pakar hukum pidana sejak
tahun 1960-an yang meliputi hukum pidana materiil, hukum pidana formil,
dan hukum pelaksanaan pidana. Usaha pembaharuan hukum pidana sudah
di mulai sejak masa permulaan berdirinya Republik Indonesia, yaitu sejak
diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 di Jakarta.
Guna menghindari kekosongaan hukum, Undang-Undang Dasar 1945
memuat tentang aturan peralihan. Pada pasal Il aturan peralihan dikatakan
bahwa “segala badan negara dan peraturan masih langsung berlaku, selama
belum diadakan yang baru menurut undangundang dasar ini”. Ketentuan
tersebut berarti bahwa hukum pidana dan undang-undang pidana yang
berlaku pada saat itu, yaitu selama masa pendudukan tentara jepang atau

belanda, sebelum ada ketentuan hukum dan undang-undang yang baru.

Makna = dari pembaharuan hukum pidana bagi kepentingan
masyarakat Indonesia: mengacu pada 'dua’ fungsi dalam hukum pidana,
yang pertama fungsi primer atau utama dari hukum pidana yaitu untuk
menanggulangi kejahatan. Sedangkan fungsi sekunder yaitu menjaga agar
penguasa (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan betul-betul

melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh

“1bid.
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hukum pidana. Di dalam fungsinya untuk menanggulangi kejahatan,
hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal, disamping usaha
non-penal pada upaya penanggulangan itu. Mengingat fungsi tersebut,
pembentukan hukum pidana tidak akan terlepas dari peninjauan efektifitas
penegakan hukum. Kebutuhan pembaharuan hukum pidana terkait pula
pada masalah substansi dari KUHP yang bersifat dogmatis. KUHP warisan
kolonial ini di latar belakangi pada pemikiran/paham individualisme-
liberalisme dan sangat dipengaruhi oleh aliran klasik dan neo-klasik
Terhadap teori hukum pidana dan pemidanaan dari kepentingan kolonial
Belanda di negeri-negeri jajahannya. Undang-undang pidana ini bukan
berasal dari pandangan/konsep nilai-nilai dasar (grounnorm) dan
kenyataan sosio-politik, sosio-ekonomi, dan sosio-budaya yang hidup di
alam pikiran masyarakat/bangsa Indonesia sendiri. Sehingga KUHP yang
berlaku ini tidak akan cocok lagi dengan pemikiran manusia Indonesia

dewasa ini.*®

Upaya pembaharuan .hukum pidana. dalam.-pembentukan suatu
KUHP™ nasional merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat guna
tercipta penegakan hukum yang™adil. Hukum' pidana sebagai upaya
penanggulangan kejahatan melalui undang-undang hukum pidana,
sehingga ketakutan akan kejahatan dapat dihindari melalui penegakan

hukum pidana dengan sanksi pidananya.

“Teguh dan Aria, Hukum Pidana Horizon baru Pasca Reformasi (Jakarta:
RajaGrafindo Persada, 2011). Hal. 8
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Hukum pidana dengan ancaman sanksi pidana tidak bisa menjadi
jaminan hukum atau ancaman utama terhadap kebebasan umat manusia
dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sanksi pidana yang
dimaksud di sini untuk memulihkan situasi semula akibat dari pelanggaran
hukum yang dilakukan oleh seseorang atau pun oleh sekelompok orang

memerlukan adanya kepastian dan penegakan hukum.

Sanksi pidana yang semacam itu akan didapatkan dengan
terbentuknya KUHP Nasional yang mencerminkan nilai-nilai masyarakat
Indonesia, bukan lagi KUHP yang diberlakukan oleh bangsa penjajah
untuk bangsa yang dijajah hanya untuk kepentingan penjajah bukan untuk

kepentingan nasional penegakan hukum Indonesia.

F.  Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan
analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan
konsisten..\Metodalogis berarti-sesuai dengan metode;atau cara tertentu.

Sistematis’ adalah penelitian dilakukan ‘berdasarkan suatu sistem.
Konsisten-berarti tidak /adanya thal-hal yang bertentangan dalam suatu
kerangka tertentu.”® Agar mempermudah dalam mengarahkan metode
penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini, maka penyusun

menyajikan beberapa hal yang terkait seperti yang disebutkan berikut ini:

1. Jenis Penelitian

% goerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press,
2010),Hal. 42.
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Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (library
research). Library research adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan
dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta
mengolah bahan penelitiannya. Dengan kata lain library research
merupakan suatu penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan

untuk memperoleh data penelitiannya.**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif.
Penelitian normatif ialah penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah

bahan pustaka baik data primer maupun data sekunder.?

2. Pendekatan Penelitian
Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah
yuridis-normatif, pendekatan yuridis-normatif adalah pendekatan dengan
memaparkan materi-materi pembahasan secara sistematis melalui berbagai
sumber literatur yang mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum
Pidana.Penulis juga akan memaparkan:beberapa rancangan KUHP yang

memuat tindak pidana korupsi.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif analitik, yaitu

menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan

“'Bambang Waluyo, Penelitian dalam Praktik, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996),
Hal.17.

#Sperjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu
Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 13.
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dengan teori-teori hukum, praktek pelaksaan hukum positif dan beberapa

rancangan KUHP yang memasukkan tindak pidana korupsi .>® Deskriptif

karena dalam penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran yang

menyeluruh dan sistematis tentang fokus penelitian. Sedangkan analitis

karena dari data-data yang diperoleh akan dianalisis.

4.

Sumber Data

a. Data Primer

Data primer berupa bahan hukum yang mengikat Terkait Tindak
Pidana Korupsi yang terdiri dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1999
Juncto Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi dan RUU KUHP 2019.

b. Data Sekunder (Secondary Data)

Data sekunder adalah bahan hukum yang di dapat dari buku-buku
karangan para-ahli hukum, modul, makalah, surat kabar yang berupa
karya ilmiah seperti bahan pustaka, jurnal, dan bahan-bahan lainnya

yang berkaitan.dengan penelitian ini.

c. Data Tersier

Data tersier adalah data yang memberikan penjelasan terhadap

data primer dan sekunder vyaitu data yang memberi petunjuk,

“Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri , (Jakarta:

Ghalia Indonesia, 1998), hal. 35
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informasi terhadap kata-kata yang membutuhkan penjelasan seperti
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia dan artikel-artikel dari

internet.

5. Analisis Data

Metode pengumpulan data merupakan proses, prosedur atau cara
yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang akan diteliti.
Dalam penelitian yuridis-normatif dapat dibatasi pada penggunaan studi
pustaka atau bahan pustaka saja. Studi pustaka dilakukan dengan pencarian
data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis
maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung proses penulisan
penelitianini.

. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi berjudul “Pengaturan Tindak Pidana

Korupsi Dalam RUU KUHP 20197, maka sistematika penulisan yang

dipakai-dan tersusun adalahssebagai berikut;

Bab' pertama,” merupakan pendahuluan ‘yang terdiri dari latar
belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian,
manfaat atau kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik,
metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan

gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.

Bab kedua, penulis akan membahas Tinjauan Umum tentang tindak

pidana korupsi, di mulai dengan pengertian korupsi, apa saja yang menjadi
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tindak pidana korupsi, unsur-unsur tindak pidana korupsi, bagaimana

pertanggungjawaban pidana hingga pemidanaannya.

Bab ketiga, berisi tentang gambaran umum konsep pembaharuan dan
politik hukum pidana Indonesia. Penulis juga akan memaparkan model-
model kodifikasi undang-undang dan politik hukum pemberantasan tindak

pidana korupsi di Indonesia.

Bab keempat, berisi analisis terhadap bagaimana pengaturan delik-
delik korupsi dalam RUU KUHP dan apa konsekuensi yuridis di aturnya

tindak pidana korupsi dalam RUU KUHP.

Bab kelima, merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan dan
saran atas penulisan skripsi ini dengan dilengkapi dengan daftar pustaka
yang dimaksudkan untuk memberikan daftar tabulasi dari semua sumber

rujukan yang digunakan dalam penyusunan skripsi.



BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian terkait “Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Dalam

RUU KUHP 2019” maka kesimpulan penulis berdasarkan penelitian ini

adalah:

1.

Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam RUU KUHP 2019 di atur
dalam Buku Kedua Bab XXXIV tentang Tindak Pidana Khusus
Bagian Ketiga pasal 603 sampai dengan pasal 606. Secara
keseluruhan, Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi dalam RUU KUHP
2019 sama persis seperti pasal-pasal dalam Undang-Undang
TIPIKOR, perbedaaan hanya pada sanksi pidananya saja.

Pengaturan Tindak pidana Korupsi dalam RUU KUHP 2019 membuat
beberapa kekhususan Undang-Undang TIPIKOR akan bergeser dan
mengikuti Buku kesatu. RUU  KUHP 2019. Adapun permufakatan
jahat,” percobaan dan pembantuan-dalam” Undang-Undang TIPIKOR
akan menjadi lebih rendah sebagaimana di atur dalam buku kesatu
RUU KUHP 2019. Disisi lain pidana tambahan uang pengganti yang
termuat dalam Undang-Undang TIPIKOR tidak dimasukan dalam

RUU KUHP 20109.

27
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Saran

Berdasarkan pembelajaran yang penulis ambil dari penelitan ini, maka

penulis mengambil beberapa cacatan yang menjadi saran dari penulis,

yaitu:

1. Jika ingin melakukan kodifikasi total seperti yang disebutkan dalam
naskah akademiknya, maka DPR bersama Pemerintah seharusnya
lebih serius dalam membentuk KUHP baru.

2. Jika belum siap dan mampu mengkodifikasi tindak pidana dalam satu
undang-undang, maka seharusnya Pemerintah dan DPR tidak perlu
memasukan Tindak Pidana Khusus dalam RUU KUHP karena akan
membuat sistem hukum yang lebih rancu dan tidak tercapainya

kepastian hukum.
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